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BAB III 
PENUTUP  
A. KESIMPULAN 
1. Bahwa data nasabah yang diperoleh customer service bank yang didapat 
melalui BI checking/Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk 
melakukan penawaran produk perbankan yaitu berupa kartu kredit bukan 
merupakan objek rahasia bank yang harus dijaga dan dirahasiakan oleh bank 
itu sendiri sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang perbankan yang mengatakan bahwa yang termasuk dalam obyek 
rahasia bank adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 
simpanannya, sedangkan BI checking/Sistem Layanan Informasi Keuangan 
(SLIK) adalah suatu informasi yang berisi laporan mengenai debitur dan 
menyimpan identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan 
dana/pembiayaan yang diterima, agunan, penjamin, dan kolektibilitas, 
sehingga walaupun nasabah merasa resah karena merasa rahasia mengenai 
dirinya dapat diketahui pihak lain dan pihak bank mengatakan bahwa data 
nasabah debitur maupun penyimpan tetap harus dirahasiakan, hal tersebut tidak 
berlaku karena secara normatif objek rahasia bank adalah segala sesuatu 
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dan hal tersebut 
tidak termasuk apabila nasabah tersebut adalah nasabah debitur. 
2. Bahwa bank tidak melakukan pelanggaran rahasia bank  dalam menggunakan 
BI Checking /Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) karena secara 
normatif apabila menggunakan data nasabah untuk menawarkan kartu kredit 
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karena data yang di dapat melalui BI Checking/Sistem Layanan Informasi 
Keuangan (SLIK) bukan merupakan ruang lingkup rahasia bank yang dapat 
dilihat berdasarkan pengertian, objek dan pengecualian pihak bank karena 
rahasia bank mengatur mengenai segala sesuatu mengenai keterangan nasabah 
penyimpan dan simpanannya, sedangkan BI Checking/Sistem Layanan 
Informasi Keuangan (SLIK) hanya memberikan informasi mengenai nasabah 
debitur yang tidak termasuk dalam keterangan yang wajib dirahasiakan oleh 
bank. 
B. SARAN 
      Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan sebagai berikut:  
1. Pihak bank dapat lebih berhati- hati dalam menggunakan data nasabah yang 
merupakan aspek dari kerahasiaan bank karena hal tersebut dapat mempengaruhi 
kepercayaan dari nasabah dalam menyimpan dana yang mereka miliki serta lebih 
memperhatikan peraturan- peraturan yang mengatur mengenai perbankan. 
2. Lembaga perbankan guna memperbaiki kinerja perbankan dengan baik 
disarankan untuk meningkatkan pendidikan bagi pihak-pihak bank dengan 
memberikan pendidikan atau pengetahuan mengenai perbankan lebih 
mendalam.  
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